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ABSTRAK

Transparansi adalah unsur penting dalam rangka terselenggaranya proses
pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good
governance). Asas transparansi menentukan bahwa setiap kegiatan dari
penggunaan Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat
sebagai kedaulatan tertinggi. Informasi harus dapat difahami dan dapat dimonitor,
sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan
berlakunya prinsip check and balance serta rasa saling percaya antara pemerintah
dengan publik. Terkait dengan hal itu, Pemerintah Desa Banyurejo berkewajiban
menggunakan Dana Desa secara terbuka, efisien dan adil, namun dari hasil data
berdasarkan data koran Tribun Jogja di situs TribunJogja.com Selasa 24
September 2019 pukul 18.18 terdapat temuan kasus dugaan korupsi Dana Desa
tahun anggaran 2015 dan 2016 pada bulan Juli 2019. Berdasarkan permasalahan
tersebut, maka penyusun melakukan penelitian terhadap transparansi penggunaan
Dana Desa pada Pemerintah Desa Banyurejo. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan sekaligus penerapan transparansi
Dana Desa Pemerintah Desa Banyurejo dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang
bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian
menggunakan dasar-dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta
pendekatan yang dilakukan dengan melihat bagaimana Undang-undang
diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data
primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah
dengan observasi, wawancara langsung kepada narasumber serta dengan
dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan Dana Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintan Desa sudah
melakasanakan mekanisme penggunaan Dana Desa sesuai dengan aturan yang
berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Permendes PDTT Nomor 19
Tahun 2017, - Peraturan -Menteri ~Kuangan - Republik-—Indonesia Nomor
225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.07/2017. Hal ini dibuktikan dengan beberapa musyawarah untuk
menampung usulan dari warga dan menentukan skala prioritas dari usulan-usulan
kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Desa Banyurejo Nomor 1 Tahun 2018
tentang RKP-Desa Tahun Anggaran 2018. Pemerintah Desa Banyurejo sudah
melakukan upaya transparansi dalam penggunaan Dana Desa, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan, namun informasi yang
dipublikasikan belum maksimal. Namun hasil penelitian informasi yang
dipublikasikan kurang lengkap sesuai standar yang diamanatkan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang
Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Komisi Informasi
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Kata Kunci : Dana Desa, Transparasi, Pemerintah Desa
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah di Indonesia (sejak 2001) telah membuka ruang bagi
pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam mengurus urusan rumah
tangganya sendiri. Ini merupakan solusi alternatif dalam mengatasi berbagai
persoalan yang terjadi karena masalah ketimpangan pembangunan baik antara
pusat dan daerah maupun antar daerah kabupaten dan kota. Ketidakseimbangan
yang terjadi sebagai akibat pembangunan yang tidak merata hingga menyebabkan
tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data BPS (September,
2019) bahwa Presentase Penduduk Miskin di perkotaan sampai dengan Maret
2019 masih tercatat sebesar 6,69% atau 9,99 juta orang sedangkan tingkat
kemiskinan di perdesaan sampai dengan Maret 2019 mencapai 12,85% atau 15,15
juta orang.* Menghadapi persoalan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi
ketimpangan  pembangunan nasional dengan.menaruh perhatian besar terhadap
pembangunan daerah perdesaan.

Berbagai upaya memajukan dan mensejahterakan desa dilakukan oleh
banyak pihak dan terbukti dengan dihadirkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang
Desa yang di anggap sebagai kebijakan paling progresif sepanjang sejarah
perjuangan desa. Kebijakan yang dimaksud Dalam Undang-undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan setiap desa akan menerima dana dari

L Lihat di https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-
miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html (diakses pada 9 Januari 2020).



https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html

pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh
diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.?

Dana desa sebagaimana disebut di dalam Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 yang menyatakan bahwa Kini terdapat begitu
banyak sumber keuangan dengan aturan alokasi yang cukup menjanjikan, Sumber
dana dimaksud adalah pendapatan asli desa (hasil usaha, hasil aset, swadaya dan
partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa), APBN, hasil
pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (paling sedikit 10%), Alokasi
Dana Desa (bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dengan
besaran minimal 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus), bantuan keuangan
dari APBD Provinsi dan Daerah (Kabupaten/Kota), hibah dan sumbangan yang
tidak mengikat dari pihak ketiga, serta pendapatan lain-lain Desa yang sah.® Hal
ini tentu memiliki konsekuensi tinggi dalam proses pengelolaannya yang harus
dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien dan transparan sehingga terhindar
dari resiko terjadinya penyalahgunaan dana desa tersebut.

Konsep transparansi dalam kerangka Good Governance dibangun atas
dasar kebehasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi
secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus

dapat difahami dan dapat dimonitor.*

2 Pasal 1.

3 Ahmad Rofiq dkk, Praktik Baik Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Desa,
(Jakarta: Pattiro, 2016), him. 7.

4 Joko Widodo, Good Governance (Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol
Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), him
26.



Pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasanya prinsip transparansi
sesungguhnya dapat dibangun dan ditegakkan atas informasi yang bersumber dari
banyak kalangan. Pemerintah wajib untuk memberikan informasi yang jelas
mengenai tentang keberlangsungan program-program yang akan pemerintah
jalankan dan anggaran yang akan dikucurkan dalam merealisasikan program-
program tersebut, sedangkan masyarakat sebagai Social Control, bebas untuk
mendapatkan informasi mengenai tentang program-program dan anggaran yang
dikeluarkan ~ pemerintah  serta  memberikan  pertimbangan  mengenai
kebijakan/informasi yang dikeluarkan dengan memanfaatkan sarana media
elektronik atau non elektronik agar pemerintah dalam menjalankan pekerjaannya
masih tetap sesuai dengan prosedur dan harapan masyarakat pada umumnya.

Demikian pula dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, dinyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan
penyelenggara negara yang bersih, serta hubungan antara penyelenggara negara
dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum yakni
asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan
umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas arofesionalitas, asas
akuntabilitas.

Sebagaimana yang diketahui bahwa setiap  penyelenggaraan
pemerintahan oleh aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat, perlu didasarkan pada nilai-nilai moral atau AAUB (Asas-Asas



Umum Pemerintahan Yang Baik) atau layak agar pelaksanaan pemerintahan
berjalan efektif dan efesien.®

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang
sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance),
pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan
dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan
kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan
daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan
kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi
manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara
terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.®

Penyelenggaraan  pelayanan publik oleh  pemerintah  tersebut
berkewajiban untuk memberi pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau, dan terukur kepada masyarakat.” Setiap penyelenggaraan pelayanan
publik memiliki standar- standar pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian
bagi pemberi. di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima
pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya.®

Pada'Pasal 68 ' Nomor 6 Tahun /2014 Tentang Desa jelas menjelaskan

bagaiamana hak dan fungsi masyarakat yang di tetapkan dalam Undang-undang

5> Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013),
him. 273.

& Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia,
(Jakarta: Raja Grafindo, 2008 ), him. 427.

" Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

8 Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Pubik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan
Implementasinya), (Yogyakarta: Gava Media, 2011), him. 28.



ini. Pada Pasal 68 ayat 1 huruf (a) “Masyarakat Desa berhak : meminta dan
mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan
penyelenggaraan Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinanaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa”.’°

Mengacu pada banyaknya kasus korupsi yang terjadi dalam proses
pengelolaan Dana Desa. tentunya perlu ada mekanisme dan peraturan yang jelas
untuk mencegah hal tersebut terjadi. Hasil pemantauan Indonesia Corruption
Watch (ICW) terhadap korupsi di tingkat desa menunjukkan, jumlah kasus
korupsi selalu melonjak lebih dari dua kali lipat dari tahun ke tahun. Pada 2015,
kasus korupsi berjumlah 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada 2016.
Tahun 2017 melonjak menjadi 96 kasus. Total kasus pada 2015- 2017 mencapai
154 kasus.*

Berdasarkan data koran tribun jogja di situs TribunJogja.com Selasa 24
September 2019 pukul 18.18 Kepala Desa Banyurejo ditahan atas kasus dugaan
korupsi Dana Desa. Tersangka RS sebelumnya telah ditetapkan seabagai
tersangka atas kasus dugaan korupsi Dana Desa Banyurejo tahun anggaran 2015
dan 2016 pada bulan Juli 2019. Berdasarkan hasil penghitungan dari Inspektorat
Pemkab Sleman pada saat penyidikan, kerugian negara sekitar Rp 633 juta.
Setelah didapat alat bukti lebih dari cukup (lima alat bukti) yang salah satunya

kepala desa tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan Dana Desa selama

® Lihat Pasal 68 ayat 1 huruf (a).

10 https://antikorupsi.org/id/news/lonjakan-korupsi-di-desa, diakses pada 30 November

2019.


https://jogja.tribunnews.com/tag/sleman
https://antikorupsi.org/id/news/lonjakan-korupsi-di-desa

dua tahun, pada Juli 2019, Kejari Sleman menetapkan Kades Banyurejo sebagai
tersangka. RS akan disangkakan dengan Pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo
UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.!!

Berkaitan dengan pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam
penggunaan Dana Desa. Apakah data yang menunjukkan tindak pidana korupsi itu
akibat dari ketidakterbukaan Pejabat Publik dalam Penggunaan Dana Desa,
mengingat bahwa akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi
manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi dan pengaturan mengenai
penggunaan Dana Desa sudah diatur dalam Peraturan Menteri Desa.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik menyatakan bahwa Badan Publik harus menjamin akses setiap
orang terhadap informasi publik sedemikian rupa secara cepat, tepat waktu, biaya
ringan, dan dengan cara sederhana.

Dari data yang diperoleh dari Indeks Desa Membangun,'? dari 86 Desa
yang ada di Kabupaten Sleman, Desa Banyurejo masih masuk dalam kategori 14
Desa Berkembang dengan karakteristik masyarakat. bercorak kebersamaan
(komunal), artinya bahwa kehidupan ~manusia selalu dilihat- dalam wujud
kelompok, sebagal satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya
tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup

bermasyarakat yaitu kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan

11 https://jogja.tribunnews.com/2019/09/24/kepala-desa-banyurejo-ditahan-atas-dugaan-
korupsi-dana-desa?page=2, diakses pada 3 Januari 2020.

12 http://lidm.kemendesa.go.id



https://jogja.tribunnews.com/tag/kejari
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https://jogja.tribunnews.com/tag/korupsi
https://jogja.tribunnews.com/2019/09/24/kepala-desa-banyurejo-ditahan-atas-dugaan-korupsi-dana-desa?page=2
https://jogja.tribunnews.com/2019/09/24/kepala-desa-banyurejo-ditahan-atas-dugaan-korupsi-dana-desa?page=2
http://idm.kemendesa.go.id/

perseorangan.’® Dari berbagai pelaksanaan kegiatan yang dijalankan, proses
pengerjaan pembangunan dilakukan secara bersama-sama (gotong royong) oleh
masyarakat,’* walaupun telah disediakan 30% dari anggaran kegiatan guna
membayar upah tenaga kerja.®

Sesuai dari uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan,
sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana transparansi
penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2018 di Desa yang mempunyai
karakteristik masyarakat bercorak kebersamaan (komunal), namun masih terdapat
dugaan kasus korupsi. Transparansi ini sangat diperlukan guna untuk menciptakan

pemerintahan yang bersih, jujur dan bebas korupsi.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penyusun
merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun permasalahan yang
akan dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah penggunaan Dana Desa di Desa Banyurejo Kecamatan
Tempel Kabupaten Sleman?
2. Bagiamanakah ‘ Penerapan Transparansi Pemerintah desa dalam hal

penggunan Dana Desa?

13 Soleman B. Taneko, Struktur Dan Proses Sosial; Suatu Pengantar Sosiologi
Pembangunan, (Jakarta: Rajawali, 1984), him. 89.

14 Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan Desa Banyurejo.

15 Surat Keputusan Bersama Nomor 140-869 Tahun 2017 tentang Penyelarasan dan
Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014, diktum ketujuh.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan yang jelas agar dapat
menyajikan data yang akurat sehingga dapat membersi manfaat dan mampu
menyelesaikan permasalahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Untuk mengetahui dan menelaah penggunaan Dana Desa di Desa
Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman.
b. Untuk menjelaskan bagaimana idealnya penerapan transparansi
penggunaan Dana Desa di Desa Banyurejo Kecamatan Tempel
Kabupaten Sleman.
2. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian tentunya diharapkan memberikan manfaat yang berguna,
khususnya bagi ilmu pengetahuan dibidang penelitian tersebut. Adapun manfaat
yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain:

a. Kegunaan Teoritis
1) Memberikan manfaat bagi perkembangan- ilmu pengetahuan dalam

hal transparansi Pemerintah Desa dalam penggunaan Dana Desa.

2) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi penulisan dibidang
karya llmiah yang dapat mengembangkan penelitian dalam hal
transparansi Pemerintah Desa dalam peggunaan Dana Desa.

b. Kegunaan Praktis

1) Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.



2) Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran,
membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui
kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan
masukan kepada para pihak yang terkait dengan masalah
yang sedang diteliti.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian Kkritis atas pembahasan suatu topik
yang telah ditulis oleh para peneliti atau ilmuan yang telah diakui kepakaran
dalam bidangnya, yang meliputi berbagai sumber pustaka yang membahas satu
topik penelitian yang spesifik. Dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah ini
penting bagi penyusun untuk melakukan kajian pustaka guna memastikan keaslian
bahwa judul penelitian ini bukan merupakan hasil plagiasi terhadap hasil
penelitian yang sudah ada sebelumnya. Mengingat telah banyak hasil penelitian
yang mengulas mengenai transparansi Pemerintah Desa dalam Penggunan Dana
Desa.

Setelah peyusun melakukan kajian pustaka mengenai topik “Tinjauan
Yuridis Terhadap Transparansi Penggunaan Dana Desa (di Desa Banyurejo
Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman)” penyusun tidak menemukan penelitian
yang hasilnya sama persis dengan penelitian yang akan penyusun tulis dalam
skripsi ini dikarenakan perbedaan objek penelitian. Namun, ada beberapa hasil

penelitian yang memiliki topik serupa diantaranya sebagai berikut:
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Chandra Kusuma Prabawa dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan
Yuridis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten
Sleman”, dalam penelitian ini membahas mengenai bagaiman pola pengelolaan
Dana Desa.'® Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis ialah sama-
sama membahas mengenai bagaimana pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah
Desa secara normatif. Sedangkan perbedaannya apa pada fokus pembahasan
skripsi, fokus bahasan skripsi Chandra dengan skripsi yang akan ditulis,
penelitian ini fokus membahas bagaimana penerapan transparansi Pemerintah
Desa Banyurejo terhadap penggunaan Dana Desa, sedangkan fokus skripsi
Chandra membahas bagaimana pengelolaan Dana Desa secara administrratif dan
bagaimana hambatan dalam pengelolaan Dana Desa.

Skripsi yang ditulis oleh | Wayan Irvan M dengan judul ‘“Penerapan
Transparansi Pengelolaan Angaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus
Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan).t””
Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang akan ditulis ialah terletak pada
pembahasan ", mengenai ‘penerapan transparansi - Pemerintah Desa. Untuk
perbedaannya yaitu dalam objek yang diteliti berbeda desa dan-fokus bahasan,
dalam penelitian 1 Wayan membahas Penerapan Transparansi di Desa Sidoharjo

Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan skripsi yang

16 Chandra Kusuma Prabawa, “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Triharjo
Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret (2016).

71 Wayan Irvan M, “Penerapan Transparansi Pengelolaan Angaran Pendapatan dan
Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)”,
Skripsi Mahasiswa Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik Universitas Lampung (2017).
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ditulis ini melakukan  penelitian di Desa Banyurejo Kecamatan Tempel
Kabupaten Sleman, sebab objek penelitian yang berbeda akan menghasilkan hasil
yang berbeda walaupun masih dalam pembahasan satu tema yang sama.
Perbedaan selanjutnnya ada, dalam skripsi | Wayan Fokus pembahasannya adalah
pada penerapan transparansi pengelolaan APBDes sedangkan dalam skripsi ini
fokus pembahasan lebih sempit mengenai penerapan transparansi dalam
penggunaan Dana Desa.

Karya ilmiah berupa jurnal karya Eko Priyo Purnomo dengan judul
“Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ganjuh
Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan)”, perbedaan yang pertama terletak
pada latar belakang, hal yang melatarbelakangi penelitian Eko adalah Desa
Ganjuh, merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten
Bengkulu Selatan, yang masih tergolong sebagai salah satu desa yang tertinggal di
Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan latar belakang pada penelitian ini adalah
terdapatnya kasus korupsi Dana Desa pada Pemerintah Desa Banyurejo.
Perbedaan yang kedua adalah pada penelitian-ini data yang digunakan adalah data
primer dan sekunder, 'sedangkan data yang digunakan oleh Eko adalah data

sekunder dengan tidak menggunakan data wawancara dilapangan.*®

18 Eko Priyo Purnomo dengan judul “Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi
Kasus Desa Ganjuh Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan)”, Jurnal Penelitian
Universitas Muhammadiyah (Desember 2018), him. 16.
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E. Kerangka Teoritik
1. Teori Negara Hukum
Dalam pengertian Negara Hukum Klasik terdapat dua tipe pokok negara
hukum, yaitu:
a. Tipe Eropa Kontinental, yang berdasarkan pada kedaulatan hukum
(rechtsouvereiniteit), yang berintikan Rechtstaat (negara hukum).
b. Tipe Anglo Saxon, yang berintikan The Rule of Law; Rechtstaat adalah
sebuah konsep dalam pemikiran hukum Eropa Kontinental yang awalnya
dipinjam dari hukum Jerman, yang dapat diterjemahkan sebagai "legal
state”, "state of law", "state of justice”, or "state of rights" dimana
pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum.*®
Yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas
hukum yang menjamin keadilan warga negaranya. Keadilan merupakan syarat
bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar
dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi
warga negara yang baik.?

Secara umum- Negara hukum adalah Negara - dimana tindakan
penyelenggara pemerintahan (pemerintah) maupun rakyatnya harus didasarkan

pada hukum, hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan

19 Hayek, Friedrich , The Constitution of Liberty, (Chicago USA: University of Chicago
Press, 1960), him. 199.

20 Ni’'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2013), him. 153.
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sewenang-wenang pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang
dilakukan menurut kehendaknya sendiri
Prinsip-prinsip rechtsstaat menurut H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt
yang dikutip oleh Ridwan HR adalah:?
a. Pemerintah berdasarkan undang-undang. Pemerintah hanya memiliki
kewenangan yang secara tegas diberikan oleh UUD atau UU lainnya.
b. Hak-hak asasi
Terdapat hak-hak manusia yang sangat fundamental yang harus
dihormati oleh pemerintah.
c. Pembagian kekuasaan
Kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada satu lembaga,
tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling
mengawasi yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan.
d. Pengawasan lembaga kehakiman
Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus dapat dinilai aspek
hukumnya oleh hakim'yang merdeka:
Adapun ciri dari negara hukum (rechtsstaat) adalah:?
a. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan
tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.
b. Adanya pembagian kekuasaan.

c. Diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat.

21 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),
him. 10-11.
22 |bid., him. 82.
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Penegasan Indonesia sebagai negara hukum yang selama ini diatur di
dalam penjelasan UUD NRI 1945, dalam perubahan ketiga UUD NKRI Tahun
1945 Pasal 1 ayat (3), yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah
Negara hukum”.? Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap,
kebijakan, dan perilaku alat Negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai
dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini mencegah terjadinya kesewenang-
wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang diakukan oleh alat negara maupun
penduduk. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara
tegas Indonesia disebut sebagai negara hukum. Dengan demikian, hukum harus
menjadi dasar dan panduan bagi setiap penyelenggara pemerintahan negara.
Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan oleh aparat
negara. Hal ini sesuai dengan pendapat Logemen bahwa negara adalah himpunan
jabatan-jabatan yang diadakan oleh negara untuk mewujudkan tujuan negara.?*

Berkaitan dengan Penggunaan Dana Desa, maka konsep negara hukum
seyogyanya dapat dijadikan batasan agar setiap pengelola Dana Desa dalam hal
ini adalah Pemerintah Desa Banyurejo bisa melaksanakan tugasnya dengan
semestinya sesuai dengan aturan yang telah ada.

2. Otonomi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca

yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis,

desa atau village diartikan sebagai “a groups of hauses or shops in a country area,

2z Ppasal 1 ayat (3).

2 lan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia Perpektif Kontitusional, ( Yogyakarta: Total
Media ,2009), Cet. Pertama, him.36.
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smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul
dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah
Kabupaten. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan
pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman,
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.?®

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum NKRI
terbentuk. Pasal 18 UUD NRI (Negara Republik Indonesia) tahun 1945 (sebelum
perubahan) menyebutkan bahwa dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih
kurang 250 zelfbesturende landschappen dan volsgemeenschappen. Ini sama
dengan penyebutan desa untuk di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau,
gampong di Aceh, dusun dan marga di Palembang, lembang di Toraja, negeri di
Maluku, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan
oleh karenanya dianggap istimewa. Dalam hal ini, negara mengakui keberadaan
desa tersebut dengan mengingat hak-hak. asal -usuinya. Oleh karena itu,
keberadaannya wajib dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam
NKRI.%

Kemudian pasca kemerdekaan, Indonesia memilih konsep negara

kesatuan sebagai bentuk negara. Konsekuensi dari konsep atau gagasan hukum

% HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh,
(Jakarta : PT Raja Granfindo Persada 2003), him. 3.

% Nyimas Latifah Letty Aziz, “Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa”, Jurnal
Penelitian Politik, Vol 13 No. 2 (Desember 2018), him. 195.
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tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan saja hanya
memberikan desentralisasi kewenangan kepada daerah otonom yang melahirkan
otonomi daerah, melainkan lebih dari itu, yakni pengakuan ataupun perlindungan
terhadap adannya otonomi desa sebagai otonomi asli bangsa Indonesia sejak
sebelum datangnya kolonial Belanda. Pengakuan dimaksud bukan hanya diatas
kertas saja seperti kebebasan memberikan nama desa dan sebagainya, tetapi juga
harus memberikan implementasi pengakuan terhadap kewenangan-kewenangan
desa, terutama kewenangan asli (oroginair) yang telah turun temurun diketahui
sebagai kewenangan desa.?’

Dalam konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa
mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk
mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat
hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah
asalnya mengapa desa disebut disebut memiliki otonomi asli, yang berbeda
dengan ‘daerah otonom’ lainnya seperti kabupaten, karesidenan dan provinsi yang
memperoleh‘etonominya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Nasional.?

Konsep otonomi desa sangat -berpengaruh-dalam  konteks lahirnya
program Dana Desa. Konsep ‘otonomi desa memberikan basis legitimasi dan
kewenangan yang besar kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola

Dana Desa.

27 Ateng Syafrudin, Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern
dalam Desain Otonomi Desa (Bandung: PT. Alumni, 2010), him. 10-11.

28 Mashuri Maschab, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, dalam Udiyo Basuki (Ed.),
“Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata: Dinamika Pengaturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol XI1I No. 02 Tahun 2016, him. 65.
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3. Desentralisasi Fiskal

Menjelaskan masalah desentralisasi fiskal tidak dapat dipisahkan dengan
konsep desentralisasi secara umum yang di dalamnya menyangkut masalah
administratif dan politis. Oleh karena itu mendefinisikan desentralisasi fiskal akan
selalu berkaitan satu sama lain ketiga hal tersebut, dan merupakan prasyarat untuk
mencapai tujuan desentralisasi, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Desentralisasi politik merupakan tonggak terwujudnya demokratisasi dan
peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan
pembangunan, sementara desentralisasi administrasi merupakan instrumen untuk
menjalankan pelayanan kepada masyarakat, dan desentralisasi fiskal memiliki
fungsi untuk mewujudkan pelaksanaan desentralisasi politik dan administrasi
melalui pelimpahan kewenangan di bidang fiskal.?®

Ada dua alasan ekonomi dilakukannya desentralisasi fiskal, yaitu; 1)
Desentralisasi dilakukan untuk efisiensi alokasi sumberdaya, dimana keputusan
tentang pengeluaran publik yang dibuat oleh pemerintah akan lebih dekat dengan
masyarakat, ‘serta. akuntabilitasnya lebih besar bila dilakukan oleh pemerintah
daerah, oleh Karenanya desentralisasi lebih rasional- daripada-sentralisasi. 2)
Meningkatkan kemampuan bersaing bagi pemerintah daerah, serta mendorong
inovasi, sehingga pemerintah daerah akan selalu berusaha untuk memuaskan
kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Pada gilirannya berimplikasi dimana
masyarakat menjadi lebih suka membayar kewajiban-kewajibannya (membayar

pajak dan retribusi daerah) untuk pembiayaan pengadaan barang publik dengan

29 Mardiasmo, Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi: 2005-2008, dalam
Abimanyu dan Megantara (Ed.), Era Baru Kebijakan Fiskal, (Jakarta: Kompas, 2009), him. 563.
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memprioritaskan kebutuhan masyarakat bersangkutan, bahkan masyarakat ikut
berpartisipasi memberikan pelayanan.

Penerapan atau implementasi dari konsep desentralisasi fiskal dapat
dilihat dengan hadirnya program Dana Desa. Dana Desa memberikan kewenangan
dan tanggung jawab kepada pemerintah desa untuk mengelola dalam bidang fiskal
(penganggaran), demi memajukan perekonomian desa.

4. Good Goverance

Istilah Good Governance muncul pada awal 1990-an. Secara umum
istilah clean and good governance memiliki pengertian akan segala hal yang
terkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan,
mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai
tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengertian good
governance tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintah semata, tetapi
menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah (lembaga
swadaya masyarakat) dengan istilah good corporate. Bahkan prinsip-prinsip good
governance dapat pula ‘diterapkan: dalam pengelolaan lembaga sosial dan
kemahasiswaan dari paling sederhana hingga yang bersekala besar.®!

Governance diartikan' sebagai< mekanisme, praktek dan tata cara
pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-

masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu

30 Muh. Amin Arham dengan judul “Desentralisasi Fiskal dan Perubahan Struktur
Ekonomi : Studi Perbandingan Kawasan Sulawesi dan Jawa”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan,
Vol. 18 (Desember 2014), him. 435.

31 Yunita Anggarini, B. Hendra Puranta, Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD
Secara Komprehensif, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010 ), him. 216.
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aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran
pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur
akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu
memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut peran negara, dan
itu otomatis adanya peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga,
antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.®?

Cita good governance Kkini sudah menjadi bagian sangat serius dalam
wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena
peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan
mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para
stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai
hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada
sembilan aspek fundamental dalam perwujudan good governance, yaitu:®
partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, konsensus, kesetaraan dan
keadilan, efektifitas dan efisien, akuntabilitas, visi strategi.>*

Praktik good governance adalah praktek pemerintahan yang bersih dan
bebas dari praktik KKN-serta berorientasi pada kepentingan jpublik. Karena itu,
praktik pemerintahan ~dinilai” baik jika mampu mewujudkan transparasi,

penegakkan hukum, dan akuntabilitas publik. Salah satu pilihan strategis untuk

32 Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, (Bandung: Yayasan
Obor Indonesia, 2003), him 1-2.

3 Dede Rosyada Dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani,
(Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), him. 182.

3 bid.
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mengembangkan good gevernance di Indonesia adalah melalui pengembangan
penyelenggaraan pelayanan publik yang mencirikan nilai-nilai yang selama ini
melekat pada good governance.®

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance)
diperlukan serangkaian reformasi sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik
tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga atau managemen, akan
tetapi juga mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung
berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif,
transparan, dan akuntabel sehingga ciri-ciri reformasi yaitu mencapai good
gavernance benar-benar tercapai.®
F. Metode Penelitian
1. a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dan
bersifat deskriptif kualitatif yaitu penyusun mendiskripsikan bagaimana tinjauan
yuridis sistem transparansi terhadap penggunaan Dana Desa dengan cara
pengumpulan. data dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara. Hal
ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu-suatu prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang atau perilaku yang dapat diamati.3’

3% Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,
(' Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), him. 20.

% 1bid., him. 6.

37 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2007), him. 4.
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b. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris,
penggunaan pendekatan ini berguna untuk masalah yang dikaji dengan
menggunakan dasar-dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu
Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi, Undang-Undang tentang
Pelayanan Publik, dan Peraturan Komisi Informasi serta pendekatan yang
dilakukan dengan melihat bagaimana hukum yang ada dalam Undang-undang
diterapkan dalam kehidupan masyarakat baik melalui hasil wawancara maupun
hasil observasi.
2. Sumber Data
a. Data Primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan
secara langsung dengan sebuah teknik yaitu wawancara berdasarkan
pedoman wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden
yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan
permasalahan yang akan diteliti.
b. Data Sekunder yaitu data pelengkap.atau pendukung dari Data Primer.
Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu
1)/ Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat

autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu suatu hasil dari
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tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang
berwenang,*® misalnya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

6. Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa.

7. Permendagri Nomar 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa:

8. Peraturan Menteric Keuangan Nomor  225/PMK. 07
/2017Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50/PMK. 07 /2017 Tentang Pengelolaan

Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.

% Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris &
Normatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 12.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi.

Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Surat Keputusan Bersama Nomor 140-869 Tahun 2017
tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan
Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang
Desa

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Perda Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Perencanaan Pembangunan.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.2 Tahun 2018 Tentang
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa.

Peraturan Desa Banyurejo Nomor 1 Tahun 2018 tentang

RKP-Desa Tahun Anggaran 2018.
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2) Bahan Hukum Sekunder

3) Bahan

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat

memberikan petunjuk arah langkah dalam penelitian,*® dan

merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan Bahan

Hukum Primer sehingga dapat membantu untuk proses analisis

data, misalnya:

1.

1.

2.

Buku-buku ilmiah tentang hukum khususnya mengenai
transparansi pemerintahan baik pusat maupun daerah,

hukum administrasi negara;

. Makalah-makalah yang berkaitan dengan pelaksanaan

transparansi pemerintahan desa;

Jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan dengan penelitian
bentuk transparansi keuangan pemerintahan;

Doktrin, pendapat dan kesaksian dari para ahli hukum baik
tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan
pelaksanaan transparansi penggunaan anggaran keuangan
pemerintah; dan

Media massa misalnya; media cetak, media elektronik
maupun media online.

Hukum Tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Kamus Hukum; dan

39 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2005), him. 196.
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3. Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a)

b)

Observasi, observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang
perbuatan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi
dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial,
yang sukar diperoleh dengan metode lain. Dalam metode observasi ini
penyusun mengamati pengelolaan sistem transparansi penggunaan dana
desa Pemerintah Desa Banyurejo yang kemudian diuraikan dengan
menggunakan data-data yang penyusun dapatkan dari hasil observasi.
Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
tanya jawab oleh peneliti secara langsung kepada responden untuk
mendapatkan informasi atau data. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan kepada responden berkaitan dengan permasalahan yang akan
diteliti.

Narasumber dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Banyurejo,
Sekertaris = Desa’ /(SEKDES) @ Kelurahan, Banyurejo, Badan
Permusyawaratan Desa Banyurejo, jajaran- Kaur dan Kasi Desa
Banyurejo, Tohoh Masyarakat Desa Banyurejo.

Studi Kepustakaan, merupakan teknik yang dilakukan dengan cara
mengkaji pada pustaka, perundang undangan, buku hukum, tulisan para

ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.



26

4. Analisis Data
Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa
mengkaji atau menelaah hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori
yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini
merupakan kegiatan yang memberikan telaah, dan dapat juga berarti
menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar
dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan
pemikiran sendiri kemudian membuat sebuah kesimpulan terhadap hasil
penelitian dengan pemikiran sendiri dan bantuan teori-teori yang telah dikuasai.
G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pemahaman penulisan seprisi ini secara
keseluruhan, agar mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka disajikan
sitematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang akan menguraikan secara garis
besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, telaah pustaka,. kerangka teoritik; metode penelitian yang termasuk
didalamnya juga jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, metode
pengumpulan data, dan analisis data, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum mengenai pengembangan
landasan teori transparansi dan good governance. Pembahasan diarahkan pada
tinjauan umum sistem transparansi pelayanan publik Pemerintah Desa. Dalam

tinjauan umum ini akan diuraikan tentang penjelasan penyelenggaraan pemerintah
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desa, transparansi dan pelayanan publik, hal ini dirasa penting untuk memberikan
gambaran awal terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab ketiga menyajikan data-data hasil penelitian, bagaimana diskripsi
wilayah yang akan diteliti, kondisi situasi wilayah tersebut, serta menjelaskan
tentang visi-misi, tugas dan fungsi. Adapun pembahasan terakhir difokuskan pada
penjelasan Konsep Penggunaan Dana Desa Banyurejo.

Bab keempat beisi analisis data data yang telah diperoleh untuk
mengetahui apakah Pemerintah Desa Banyurejo sudah trasparan dalam hal
penggunaan Dana Desa.

Dan pada bab kelima sebagai bab terakhir, yang berisi tentang
kesimpulan dan saran-saran dengan menyikapi seobyektif mungkin dengan
landasan perundang-undangan atau peraturan lain di Indonesia. Dengan
berlandaskan hukum dan realitas yang terjadi dalam masyarakat penelitian ini
menawarkan saran-saran kepada berbagal pihak yang berkepentingan dalam

persoalan ini.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang peneliti lakukan, maka
dapat disimpulkan. Pemerintah Desa sudah melakasanakan mekanisme
penggunaan Dana Desa sesuai dengan aturan yang berlaku vyaitu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Permendes PDTT
Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Menteri Kuangan Republik Indonesia
Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017. Hal ini dibuktikan dengan
beberapa musyawarah untuk menampung usulan dari warga dan
menentukan skala prioritas dari usulan-usulan kegiatan yang tertuang
dalam Peraturan Desa Banyurejo Nomor 1 Tahun 2018 tentang RKP-
Desa Tahun Anggaran 2018. Pelaksanaan pembangunan dengan sistem
swakelola dengan. menyerap tenaga. dari masyarakat sudah dijalankan
oleh Pemerintah desa. Pembaharuan aturan-dari 2 tahap penyaluran
menjadi‘3 tahap penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKDes dan
ketentuan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% dan
rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50%,
Pemerintah Desa juga sudah mampu melaksanakannya. Dalam hal
pelaporan, pemerintah Desa sudah berusaha mengirimkan laporan

dengan tepat waktu walau terkadang masih terkendala dengan
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mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada mundurnya

penghitungan serta pelaporan.

Pada penelitian ini, terdapat beberapa bentuk transparansi dalam
penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa namun
informasi yang dipublikasikan belum secara maksimal dilaksanakan. Hal
ini dibuktikan bahwa informasi yang dipublikasikan belum memenuhi
standar yang diamanatkan oleh Undang-undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik, Undang-undang tentang Pelayanan Publik, Peraturan
Komisi Informasi tentang Standar Informasi Publik Desa, belum
dikelolanya sistem informasi pelayanan publik dengan baik serta belum
merumuskan standar pelayanan publik sebagai alat tolak ukur dalam
menilai dan mengawasi kinerja penyelenggara pelayanan publik,
selanjutnya belum maksimalnya penyampaian informasi kepada
masyarakat, ~mengakibatkan masyarakat belum memahami betul
mengenai Dana Desa. Dalam pelaksanaan transparansi penggunaan Dana
Desa Pemerintah Desa Banyurejo ditemui beberapa. kendala, beberapa
kendala tersebut adalah masih minimnya sumber daya manusia aparatur
pemerintahan dalam mengelola informasi publik desa, serta masih belum
maksimalnya pengetahuan aparatur Desa mengenai regulasi dalam
pelayanan informasi publik. Hal ini penting karena, konsep transparansi
dalam mewujudkan Good Governance dibangun atas dasar kebebasan
arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara

langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi
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harus dapat difahami dan dapat dimonitor, sehingga masyarakat dapat
menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip
check and balance serta rasa saling percaya antara pemerintah dengan

publik.

B. Saran
Dari pembahasan dan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang perlu
dilakukan ke depan oleh Pemerintah Desa Banyurejo, masyarakat serta pihak

Pemerintah Daerah Kab. Sleman yaitu antara lain:

1. Diharapkan kepada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
(PPID) pemerintah Kabupaten Sleman mengadakan sosialisasi tentang
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi
Informasi Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa kepada

Satuan Kinerja Perangkat Desa Banyurejo.

2. Masih diperlukannya pendampingan serta evaluasi berkala dari pihak
Pemerintah Daerah/Kecamatan terkait pelaksanaan atura-aturan baik
aturan’ mengenai pengelolaan“ Dana~Desa ‘maupun aturan dalam hal

transparansi penggunaan Dana Desa.

3. Kepala Desa dapat menunjuk Sekretaris Desa sebagai PPID Desa,
apabila Sekretaris Desa berhalangan, Kepala Desa dapat menunjuk dan
menetapkan Perangkat Desa lain, jikalau memang tidak ada yang mampu

untuk menjadi PPIPD, Pemerintah Desa memerlukan penambahan
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sumber daya manusia sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Desa.

Pemerintah Desa diharapkan menyusun jadwal kegiatan serta
berkoordinasi dengan masyarakat selaku eksekutor lapangan jauh hari
sebelum hari pelaksanaan, hal ini dilakukan untuk mengatasi mundurnya
jadwal pelaksanaan kegiatan yang berimbas pada mundurnya
penghitungan serta pelaporan penggunaan Dana Desa, dan juga agar
kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu. Masyarakat juga harus mengerti
bahwa keterlambatan pelaksanaan akan menghambat proses pencairan

Dana Desa setiap tahapnya.

Masyarakat Desa Banyurejo diharapkan terlibat aktif dalam segala
macam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa serta
terlibat aktif dalam mengawasi proses jalannya roda Pemerintahan Desa,
baik dari segi pengelolaan angaran maupun pelayanan kepada

masyarakat:
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